
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GyBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ ?\4b /B.07/HK/2019
 

TENTANG
 

HIBAH BAB:ANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
 
SELUAS 2 (DUA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
 

KOTA BAE~U KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGKARANG
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Membaca	 Surat Keuskupan Tanjungkarang Nomor : 401/JC/I/2019 
tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Tanah Hibah. 

Menimbang a.	 bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk­
Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelepasan 
Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar 
Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi 
Larnpung, di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung 
Seluas 1.308 (seribu tiga ratus delapan) hektar; 

b .	 bahwa kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan 
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung 
seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi 
Lampung; 

c.	 bahwa guna mendukung kegiatan keagamaan di Provinsi 
Lampung, perlu memberikan hibah tanah di kawasan Pusat 
Pemerintahan Kota Baru guna pembangunan pusat kegiatan 
keagamaan bagi umat Katolik di Provinsi Lampung kepada 
Keuskupan Sufragan Tanjungkarang; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , huruf b dan huruf c tersebut di atas agar 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna 
dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan 
Gubemur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah: 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Merrteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

1.	 Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dirias Pj. Sekretaris 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/532/07 /V/2019 
tanggal 9 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan 
Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi 
Lampung; 

2.	 Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang 
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah 
Provinsi Lampung Nomor : 028/442/07 /V/2019 tanggal 8 Mei 
2019; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK 
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 2 
(DUA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT 
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG 
KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGKARANG. 

Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung 
Berupa Tanah Seluas 2 (Dua) Hektar yang terletak di Kawasan 
Pusat Pemerintahan Kota Barn Kecamatan Jati Agung Kabupaten 
Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Keuskupan Sufragan 
Tanjungkarang di Provinsi Lampung, sebagaimana peta pada 
Larnpiran Keputusan ini. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah 
Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Tefukbetung 
pada tanggal ') ~C - 2019 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 

1.	 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
2.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4.	 Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5.	 Keuskupan Tanjungkarang di Bandar Lampung; 



LAMPlRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG. 

NOMOR : G j tf1b1{B;07 jHKj2019 
TANGGAL : S- - 2019 

PETA LOKASI HIBAH BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 
BERUPA TANAH SELUAS 2 HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
 

PEMERIN1rAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
 
LAMPUNG S:ELATAN KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGKARANG
 

l 

+ 

LOKASI KEUSKUPAN 

~ 

Luas : 17Ha 

LAPANGAN TEMBAK DAN 
PANAHAN 

I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 



SEKRETARIAT 0 RAH 
WdAer Nomor 89, 11 lMnptmg 35211 

Teiepon. (0721)~188 F8ka. (0721)482344 

BERITA ACJ'-RA HASIL KEPUTUSAX RAPAT TENT G PEMINDAHTANGANAN
 
BARA!rG LIK DAERAH (BMD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 

NOMOR : 028/ ~ ~~ /07/V /201 9 

Pada hari in i Rabu tanggal Delapcm Bu lan Mel Tahun Dua Rlbu Sembi lan 
Be l~ (8-05-201 9), bertem pa t eli Ruang Rapat Sekretaris Da erah Provin si Lampung, 
karni yang bertandatangan di bawah in i Peserta Rapa t Tentang Peminda h tanganan 
Barang Milik Daera h (BMD) Pernerintah Provinsi Lampu n g. 
1.	 Rapa t dimu lai pada pu ku l 13 .00 WIB dipimpin oleh Ba pa k Pj. Sekretaris Daerah 

Provirrsi Larnpu ng. 
II.	 Hasil Kepu tusan Rapat. 

1. Bah wa	 Permohonan hibah nwU Kement ri n Hukum dan HAM terh ada p 
Tanah yang terletak di Jalan Ryacudu Way Hui J ati Agung Lampu ng Sela tan 
selua s 50 .000 m2 dan 25.000 m 2 , d i Desa Teginenen g Pesawaran selu as 
50. 000 m2 , di Pekon Way Gelang Tanggamus seluas 58 .2 25 m2 . dap at 
dtpenuhi p ro hiba hn a dengan pertimbangan bahwa aset tanah 
d imakisud telah dimanfaatkan oleh Kanwil Kemenieriari Hukum d a n HAM 
Provinsi Lampung sebagai tempat Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Bahwa permoh onan h ibah Nah dl tul Ulama Provins l Lam pung , 
uhammadiyah Pro ai mpung. Plm pinan Ara. Gereja-Gereja di 

Provinal Lampung, aje Bud hayana In on ia Lampung se rta 
Keuum n uf n T njungk n berupa Lahan di Kotabaru J a ti Agung 
Lampung elatan p t dip nuhi hib h Y lu 8 (delap n) h t r 
untull: Provinsi Lam pung, 6 ( n m ) he tar untuk Muhamm diyah 
Provit i mpung dan 3 (tiga) he ktar untuk s Gereja-Gereja di 
ProviJ:uu Lampuna, 2 (dua) hektar untuk Ke u kup n Tanjungkarang dan 2 
(dua) hekt ntu k Maj li. Budd ay n Indone i L m pu denga n 
pertirnbangan bahwa lembaga tersebut diatas merupakan Lembaga 
Keaga maan dan belu m memiliki laba n un tu k lokasi kegiatan keagaaman di 
Kawasan Kotabaru Jati Agun g. 

~; . Bahwa permohonan h ibah Kemen terian Perindu strian RI berupa Laban di 
Kotabaru Jati Agung Lampu n g Sela tan untuk pen dirian Politeknik Ind u s tri 
Agro di Provinsi Lampung dapat dipenuhi h ibahnya seluas ±10 (sepuluh) 
he ktar dengan pertimbangan bahwa dibu t uhkannya tenaga kerja yang 
kom peten dibidan g industri agro d i Provinsi Lampung. 

4.	 Bahwa Permohon an hibah Kwarda Pramuka Lampung atas aset milik 
Pemprov Lampung yang berada pada KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIB E 
serta 3 u nit randis R4 dapat dilaksanakan proses hibahnya, hal tersebut 
dilaksana kan berda sarkan UU Nomor 12 tahun 20 10 ten tang Gerakan 
Pramuka, su ra t Mendagri Nomor : 10/ 6791/SJ tanggal 4 Desember 201 5 
perihal Bantuan Hibah Kepada Gerakan Pra m uka, Su rat Kwarnas Pramuka 
Nomo:r : 1174 OO-A tanggal 15 Desember 20 15 perihal Bantu an Hibah kepada 
Gerakan Pramuka, Keputusan Men teri Sosia1 RI Nomor : 123 / HUK/201 7 
tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pem beria n Rekomendasi Hak Milik Atas 
Tanah Kepada Kwartir Na sional Gerakan Pramu ka . 

5.	 Bahwa Persetujuan pernberian kua sa dan Pengalihan hak dan penetap~ s ite 
p lan beserta harga tanah kavlin g milik Pem erintah Provinsi Lampung d i D sa 
Sabah Bala u dan di J alan Un tu n g Su ra pa ti Bandar Lampung t 
d klla n proaesnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung. iornor 
: G / 76.a/B.X/HK/20 13 te n tang Pe eta Lokasi Tanah ilik Pemeri tah 
Provinsi pung di De G . - T . n B . b - te 



Lampung Selatan Untuk Tanah Kavlin g Yang Diperun tu kan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

6 .	 Bahwa persetuju an dan pem berian kuasa pengalihan hak rumah negara 
golon gan III beserta gan ti ru gi atas tanahnya dap t cUlaksanakan proaesnya. 

7.	 Bahwa Pencab utan Kepu tusan Gubernur tentang Penetapan Pelepasan Hak 
Atastanah Kavling di Desa Way Hu i J a ti Agun g dapat dUakSJ1J1akan 
proseanya, hal ini sesuai dengan rekomendasi LHP BPK RI Ta hun 20 16 
Nom or : 26 .B/ LHP j XVIILBLP j 05 / 20 16 tangga l 3 1 Mei 20 16 , te rkait den gan 
setora n yang telah masuk dalam kas da erah ma ka akan dikem balikan 
[res ti tus i] melalui APBD Per ubahan 20 19 . 

Ill. Berita Acara h asil rapat ini merupakan kepu tusan bersama Pemerin tah Provin si 
Lampung dengan Instansi terkait esuai dengan undangan rapat. 

IV. Daftar Peserta rapat yang menyepakati kepu tusan rapat : 

INo. ; NAMA	 I J ABATAN/INSTANSI I TAN A TANGAN! 
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